BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang M asalah
Tingginya tuntutan berbagai pihak terhadap wujud peningkatan kinerja,
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dalam kurun

waktu satu dasawarsa terakhir, sudah sepantasnya mendapat perhatian khusus dari

pemerintah baik ditingkat—: ingkat-daerah. Hal senada juga
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Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian

intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh”. Kemudian ayat (2)
menyebutkan bahwa “Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.

Untuk itu pada Tahun 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendaian intern

Pemerintah (SPIP). Peraturan ini menjadi rujukan dan sejalan dengan keinginan



pemerintah agar terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang
baik sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIMN) Tahun 2010 — 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) mempertegas komitmen pemerintah untuk melakukan
pemberantasan korupsi, kolus dan nepotisme pada berbagai aspek dalam

pelaksanaan tugas umum pemerintah. Hal ini sgalan dengan amanat Majelis

efektif dan efisien,

etaatan terhadap

dikemukakan
bahwa Sistem Pengendallan Intern Pemerlntah belum optl-mal diterapkan pada
berbagai instansi pemerintahan, meskipun ada di antaranya telah diterapkan
dengan baik. Laila (2011:17) menemukan bahwa penerapan SPIP di Kabupaten
Tanah Datar dan Kabupaten Pasaman berada pada level “sedang”. Hasan
(2010:50) mengungkapkan bahwa implementas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPB) Provins Sulawesi

Selatan berada pada interval “memadai”. Pratiwi (2012:17) menemukan bahwa



penerapan sistem pengendalian intern di Kabupaten Bungo berada pada level
“cukup”. Pemilda (2013) menemukan bahwa secara umum penerapan SPI
Pemerintah Kota Solok berada pada level “baik”. Rahmi (2014:100) menemukan
bahwa efektivitas penerapan SPIP di Kopertis Wilayah X berada pada level
“kurang” dan adanya ketidaksesuaian dengan PP 60 tahun 2008.

Lonto (2011) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan

SPIP di Pemerintah Kota Bitung meliputi 1) komitmen pimpinan, 2) faktor
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peningkatan jalan dan jembatan di Kota Administras Jakarta Utara telah
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah yang terlihat dari terpenuhinya kelima unsur SPIP (2012:82).
Oleh karenaitu isu tentang penerapan SPIP mendapat perhatian cukup besar dari
para pihak yang mempunyai kemauan kuat untuk merubah negara ini menjadi

lebih baik.



Setelah melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan,
juga diketahui bahwa masih minimnya penelitian tentang penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada instansi pusat baik ditingkat Kementerian
maupun di tingkat Lembaga. Penelitian terdahulu lebih banyak dilakukan pada
pemerintah daerah yaitu di Kota dan di Kabupaten. Selain itu penerapan SPIP
belum sepenuhnya atau belum optimal diterapkan pada instansi yang menjadi

objek penelitian sesuai dengan PP 60 tahun 2008.

dengan menerbitkan Peraturan Menterl Pendldlkan Nasonal Nomor 16 tahun

2009 yang diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47
tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk lingkungan
Kemendiknas. Setelah itu menerbitkan Instruksi Nomor 1 tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Kementerian Pendidikan Nasional untuk mewujudkan laporan
keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun anggaran 2011.

Kemudian juga menerbitkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP pada tahun



2012. Dengan demikian setigp satuan kerja yang berada dibawah naungan
Kemendikbud membentuk Satuan Pengawas Intern di instansi masing-masing.
Sebagal salah satu entitas pelaporan, Kemendikbud juga berkewajiban
menerbitkan laporan keuangan. Laporan keuangan Kemendikbud disusun secara
berjenjang dimulai dari penyusunan laporan keuangan pada tingkat Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) baik yang ada dipusat

maupun yang ada di daerah, kemudian digabungkan di tingkat provins oleh Unit

Akuntansi  Pergbantu ' jtayah(UAPPA/B-W),
digabungkan i pada tim Pemb tu Pengguna
Anggaran/Bara i \ ;.‘ selon 1) dan terakhir
digabungkan i n a Anhggaran/Barang
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kementerian/lemk nel aksanaan . Keseriusan

K emendikbud (O i oleh tidek

mel aksanakan sosallsas SPIP dan mempertegas pentlngnya penerapan SPIP
disetiap satuan kerja (satker) dalam bentuk pelatihan SPIP (Santi dkk., 2014:2).
Opini BPK atas laporan keuangan Kemendikbud yang merupakan
kompilas dari laporan keuangan satuan kerja dibawah jgaran Kemendikbud,
akan mempengaruhi rencana pemberian tunjangan kinerja pegawai. Dengan
mendapatkan opini WDP pada tahun 2012 maka Kemendikbud hanya bisa

mencairkan tunjangan kinerja untuk pertama kali pada akhir tahun 2013 sebesar



30% sementara kementerian lainnya telah mencapai angka rata-rata diatas 50%
bahkan Kemenkeu sudah mencapai angka 100% (Munir:2011:1).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh setigp satuan kerja dibawah
jgaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nantinya akan dikompilasi di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Efektif atau tidaknya sistem
pengendalian intern di masing-masing satuan kerja akan mempengaruhi laporan

keuangan yang disgjikan Kemendikbud. Politeknik Negeri Padang merupakan
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Jumlah temuan pemeriksaan yang dilakukan Inqoektér_at Jenderal Kemendikbud
pada tahun 2012 sebanyak 10 kasus dengan total pengembalian ke kas negara
sebesar Rp. 7.349.000,-, pada tahun 2013 sebanyak 11 kasus dengan tota
pengembalian ke kas negara sebesar Rp. 5.639.188,- sementara itu pada tahun
2014 sebanyak 5 kasus dengan total pengembalian ke kas negara sebesar Rp.
113.817.405,-. Permasalahan yang sering menjadi temuan berkisar pada belanja

tidak sesua atau melebihi ketentuan, pemahalan, penyimpangan terhadap



peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang
Milik Negara dan pertanggungjawaban yang tidak akuntabel.

Dari data di atas diketahui bahwa setigp tahun jumlah temuan maupun
jumlah pengembalian terhadap kas negara mengalami fluktuasi. Kemudian
dengan adanya temuan-temuan audit tersebut mengindikasikan bahwa Sistem
Pengendalian Intern di Politeknik Negeri Padang belum diterapkan dengan baik

dan sebagaimana mestinya. Ketika Politeknik Negeri Padang telah menerapkan

SPIP sesuai deggan ngwm&mmw aKu=(PR-60 Tahun 2008)

maka sejatinya tidak akan ada lagi temuan pada setlap s audit yang

dilakukan Inspe <torat Jende ':‘:;;,,‘ dan Kebudayaan.
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1.2. Perumusan Masals

Berdasatkan uraian difidas h 'Vang dapat_diigientifikasi dan
dirumuskan adalé
1. Bagaimana penerapar ngend atah di Politeknik

Negeri Padan* ,.-J

2. Bagalmana ‘t AU as .m' NEnye aan Sistem

TJ‘_ K /B \‘\i
Pengendalian Intern Pemerintah di PoTlt,-FlTR Negen Padang ?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan Politeknik Negeri Padang dalam

meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ?



1.3. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah:
1. Mendeskripsikan peneragpan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Politeknik Negeri Padang
2. Memahami dan menjelaskan tingkat maturitas’kematangan penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Politeknik Negeri Padang

Pemerintah

1.4. Manfaat Pendlitian

Pendlitian ii diharapkan dapat me en Manfaat sebagal berikut:

1. Bagi akademis,

2. Bagi PolitekniksNegd § sebagai mbangéan dan masukan

hag
dalam  mengatasi“l.pe &

permasaiahan) Adany,  salanjutn G arapkan  dapat
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meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di Politeknik

memberiken bukti empiris
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Negeri Padang.

3. Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk
melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan penergpan Sistem
pengendalian intern pemerintah.

4. Bagi penulis sendiri penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu dan

wawasan tentang sistem pengendalian intern pemerintah, serta memenuhi



persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program magister

akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menyagjikan penulisan yang lebih sistematik, maka diberikan
gambaran tentang sistematika penulisan yang dibagi dalam 5 BAB, sebagal
berikut :

BAB |
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/BAN
e
maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendallan Intern Pemerintah.

Kemudian bab ini juga menguraikan tentang tinjauan terhadap
penelitian terdahulu yang relevan dengan penélitian ini.

BAB Ill Merupakan bab yang menguraikan metode penelitian mulai dari jenis
penelitian, objek pendlitian, jenis dan sumber data, operasionalisas

variabel, skala pengukuran dan metode analisis data.



BAB IV Merupakan bab yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan,

BABV

mula dari penjelasan tentang profil Politeknik Negeri Padang, upaya
peningkatan penerapan SPIP di Politeknik Pegeri Padang, kondisi
penerapan  unsur-unsur  SPIP,  tingkat = maturitas/kematangan
penyelenggaran SPIP dan pembahasan hasil penelitian.

Merupakan bab penutup yang beris kesimpulan dan saran-saran atas

analisis data hasil penelitian serta keterbatasan dalam penelitian.
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